BONTANG

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI
Nomor: 067/ (G */DPKP2.01

Tanggal : 30 April 2019

PEMERINTAH KOTA BONTANG

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
JI. M. Roem Gedung Graha Taman Praja Blok B Lt. 2 Bontang Lestari

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, dimana setiap
Badan Publik melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang
dikecualikan. Pada hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu sembilan belas,
bertempat di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bontang,
Kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPKP2, telah mengadakan uji konsekuensi

informasi publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi sebagai berikut :

No. JENIS KLASIFIKASI INFORMASI ALASAN JANGKA
YANG DIKECUALIKAN WAKTU
1 LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) UU KIP No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf a
2 Telaahan Staf UU KIP No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 hurufh
3 Memo/Disposisi Penugasan UU KIP No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 hurufh
4 Sanksi Hukuman Disiplin Tertulis UU KIP No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 hurufh
angka 4,5
5 Rencana Penerimaan dan

Penempatan Pegawai

UU KIP No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 hurufi

Informasi Pribadi Pegawai

UU KIP No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 hurufh

Kebijakan Pimpinan yang belum final

UU KIP No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 hurufj

6
7
8 Kode Password Aplikasi
9 IP Adress

10 Akses FTP

11 Kode Password User

12 Kode User

UU KIP No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf ¢
dan UU No.11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
pasal 34

13 | Data Pribadi/ Personal terkait
pertanahan

UU KIP No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 hurufh

14 | Rencana awal Pengadaan Tanah

UU KIP No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 hurufh

15 | Data/Informasi pertanahan yang
berpotensi konflik dan berdampak
hukum.

UU KIP No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 hurufh

16 | HPS (harga perkiraan Sendiri)

17 | Lampiran Kontrak

UU KIP No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 hurufj
& Perpres 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan barang & Jasa

18 | Data/Informasi Pribadi Penghuni
Rusunawa

UU KIP No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 hurufh

19 | RKA

UU KIP No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 hurufj

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut di atas dari poin 1s/d 19 disetujui untuk
digolongkan dalam klasifikasi informasi public dalam golongan informasi yang dikecualikan
dengan alasan mengacu pada pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan UU atau Peraturan

lain yang berlaku

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan semestinya.
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Tim Penguji :

No. Nama Jabatan /yanda Tangan
1 | Ir. Maksi Dwiyanto Plh. Kepala Dinas 1 / M P
N P 4
: 7
2 | Ir. Edy Ronting, M.i Kabis Pe:'rumahan, Kawasan / 2 JM
Permukiman, dan PSU

3 | Andi Ilham, ST. M.Si Kabid Pertamanan 3

4 | Muhammad Nur. AP Kepala Bidang Pertanah q\ 4 ’N
5 | Nakrozi Kepala Seksi Penyelesalaﬁ\ . )
Sengketa Tanah /

Kepala Subbag Perencanaan Sl i . /f)

6 | Gunawan, SE
SR Dan Keuangan

7 | Rakhmad Budiman, SE aEpa Sul?bag U Den %2-—'
Kepegawaian -
8 | Arianto,ST Kepala Seksi Prasarana, v //
Sarana Dan Utilitas Umum r
/
9 | Zainal Azikin, ST Kepala Seksi Pertamanan 9
10 Hj. Rina Nurhayati, ST. MT, | Kepala Seksi Peru.mahan Dan 10 /
MMG Kawasan Permukiman b &
P t d
11 | Aji Sukoco, ST engawas Tata Bangunan dan 1 -
Perumahan
. AN ;
12 | Dina Maryana S, SH Penelaah Sengketa Tanah 12 %/'3
13 | Sri Yunita, ST Pengel?laan Perumaha dan M
Pemukiman .

Pengelola K i .
14 | Yanti Parintik, S.Ip CHESDE SCPREAWALN %}

P Tata Bangunan dan
15 | Aji Sukoco, ST CREANSS i San g
Perumahan
Penelaah Sengketa Tanah

16 | Dina Maryanan S, SH

Analis B d
17 | Teddy Irawan, ST nalis Bangunan dan
Perumahan

18 | Megawati, SE P?nge-valuasi Program & i 1W
Kinerja

19 | Herbet B. L. Sianturi, AMd | Pemelihara Penerangan Jalan | 19

—_
\l
N

20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
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